BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

PARTAI POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi bantuan
keuangan, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan bantuan keuangan partai politik perlu disusun
pedoman penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan
keuangan partai politik;

Bahwa Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2011
tentang Pedoman Tata Cara Verifikasi Kelengkapan Persyaratan
Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pesisir
Selatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan
Perundang-undangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pesisir Selatan;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIKKABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Daerah adalahBupati.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang penghitungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara.

Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang
selanjutnya disebut Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan atas penerimaan
dan pengeluaran yang dibuat oleh Partai Politik atas Bantuan Keuangan.
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar
Pemeriksaan, untuk menilai kebenaran. Kecermatan, kredibilitas, keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan hasil akhir dari proses kebenaran,
kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara
independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang
dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah patokan untuk melakukan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah
pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil
Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di
Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau
sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan
berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang

ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.



15. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau
sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang
ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan

lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

(1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan
pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

(2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan

politik.

Pasal 3

(1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam
rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal lka dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam
membangun etika dan budaya politik; dan
c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya

politik sesuai dengan Pancasila.



Pasal 4

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) antara lain

berupa :

(1)

(2)

(3)

(4)

a. seminar;

b. lokakarya;
c. dialog interaktif;
d. sarasehan;
e. workshop; dan
f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai
politik
Pasal 5
Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) berkaitan dengan :
a. administrasi umum;
b. berlangganan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan peralatan kantor.
Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
a. keperluan ATK;
b. rapat internal sekretariat;
c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
d. sewa kantor; atau
e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang
pengelolaan keuangan.
Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya
dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
a. telepon dan listrik;
b. air minum sekretariat;
c. surat menyurat; atau
d. media cetak dan elektronik.
Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data
dan arsip antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau

b. Penyimpanan data manual.



(5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan
peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau

b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
BAB III
PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 6

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran

atas dana bantuan keuangan.
Pasal 7

(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan
rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan.

(3) Format kelengkapan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 8

Bentuk pertanggungjawaban pada kegiatan Pendidikan Politik terdiridari:

a. undangan;

b. daftar Hadir;

c. bukti pengeluaran kas/kwitansi partai;

d. faktur rumah makan;

e. amprah penggantian transportasi peserta;

f. amprah honorarium narasumber, moderator, mc, pemimpin nyanyi, notulen,

pembacadoa, dan panitia;
g. sewa tempat, sound system dan infocus;
h. materi;
i. dokumentasi; dan

j- laporan hasil kegiatan.
Pasal 9

(1) Bentuk pertanggungjawaban pada kegiatan operasional sekretariat Partai Politik
berkaitan dengan administrasi umum untuk keperluan ATK terdiri dari:
a. bukti pengeluaran kas/kwintasi partai; dan

b. faktur toko.



(2)

(3)

(4)

(S)

Bentuk pertanggungjawaban pada kegiatan operasional sekretariat Partai Politik

berkaitan dengan administrasi umum untuk kegiatan rapat internal sekretariat

terdiri dari:

a. undangan;

b. daftar hadir rapat;

c. bukti pengeluaran kas/kwitansi partai;

d. faktur rumah makan;

e. dokumentasi; dan

f. notulen rapat.

Bentuk pertanggungjawaban pada kegiatan operasional sekretariat berkaitan dengan

administrasi umum untuk transportasi dalam rangka mendukung operasional

sekretariat terdiri dari:

a. surat perintah tugas yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan partai politik;

b. surat perintah perjalanan dinas;

c. bukti pengeluaran kas/kwitansi partai bagi yang melakukan perjalanan dinas;

d. faktur bahan bakar minyak;

e. bukti pengeluaran kas/kwitansi partai yang dilengkapi dengan faktur rental
untuk pemakaian kendaraan rental,

f. fotocopy STNK/bukti pemakaian kendaraan; dan

g. laporan hasil perjalanan dinas.

Bentuk pertanggungjawaban pada kegiatan operasional sekretariat berkaitan dengan

administrasi umum untuk sewa kantor terdiri dari:

a. perjanjian sewa menyewa; dan.

b. buktipengeluaran kas/kwintasi partai.

Bentuk pertanggungjawaban pada kegiatan operasional sekretariat berkaitan dengan

administrasi umum untuk honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang

berkompeten di bidang pengelolaan keuangan terdiri dari:

a. surat keputusan penunjukan tenaga administrasi pengelola keuangan partai
politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik;

b. amprah tanda terima honorarium; dan

c. buktipengeluaran kas/kwitansi partai.

Pasal 10

Bentuk pertanggungjawaban pada kegiatan operasional sekretariat berkaitan dengan

langganan daya dan jasa terdiri dari:

a. print out/tanda bukti pembayaran PLN, PDAM dan Pos Giro;
b. faktur surat kabar yang bersangkutan; dan

c. buktipengeluaran kas/kwitansi partai.



Pasal 11

Bentuk pertanggungjawaban pada kegiatan operasional sekretariat berkaitan dengan

pemeliharaan data dan arsip terdiri dari:

a. bukti pengeluaran kas/kwitansi partai; dan
b. faktur.

Pasal 12

Bentuk pertanggungjawaban pada kegiatan operasional sekretariat berkaitan dengan

pemeliharaan peralatan kantor terdiri dari:

a. bukti pengeluaran kas/kwitansi partai; dan
b. faktur.

Pasal 13

Untuk semua kegiatan yang dikenakan Pajak, wajib melampirkan bukti setoran pajak

per kegiatan
Pasal 14

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah
tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan

pemeriksaan.

Pasal 15

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun
sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14.
Pasal 16
(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan
oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14terbuka untuk

diketahui masyarakat.



Pasal 18

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai
sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam Tahun

Anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 139 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Verifikasi Kelengkapan Persyaratan
Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik di Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 8 November 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 8 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR



